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ABSTRACT

This study aimed to analyze the application and development of pro-poor budgeting in the province of South Sumatra,
which is done by analyzing the consistency, relevance and effectiveness of pro-poor budgeting documents between
government development planning and budgeting. The analysis technique used is descriptive analysis of qualitative and
quantitative research to answer the problem. The results showed that the application of the assessment ratio of pro-
poor budgeting calculations obtained 0.2 in 2009, 2010 and 2011 with a very pro category. Whereas, in the
implementation of pro-poor budgeting in 2012 and in 2013 obtained the calculation of 0.18 with enough categories

siding.
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1. Pendahuluan

Permasalahan strategis di pemerintahan Provinsi
Sumatera Selatan adalah masih besarnya jumlah
penduduk di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan data
Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2009-2013 jumlah
penduduk miskin Sumatera Selatan sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah (dalam ribuan) dan Persentase
Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2009-2013

Jumlah Persentase
Tahun Penduduk Penduduk Miskin
‘ Miskin (000) (%)
[ 2009 | 1.130.00 15.68
[ 2010 | 110543 14.80
| 2011 ‘ 1.061.87 13.95
“732')?:’ "7"{(;’.’1?{.{. 1348
[ 2013 ‘ 1.104.60 14.06

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan data tabel 1 di atas, pada tahun 2009
jumlah penduduk miskin adalah sebanyak 1.130.000
jiwa. Angka ini masih cukup besar karena meliputi
sekitar 15,68 persen dari seluruh penduduk Sumatera
Selatan. Meskipun, dalam tahun berikutnya angka
kemiskinan memiliki trend yang menurun di mana pada
tahun 2010 angka kemiskinan menjadi 1.105.430 jiwa
atau sebesar 14,80 persen. Pada tahun 2011 penduduk
miskin di Sumatera Selatan berjumlah 1.061.870 jiwa
atau sebesar 13,95 persen. Pada tahun 2012 tingkat
kemiskinan di Sumatera Selatan mengalami penurunan
yaitu menjadi 1.043.600 jiwa atau sekitar 13,48 persen.
Tingkat kemiskinan tersebut mengalami kenaikan pada
tahun 2013 yaitu menjadi 1.104.600 jiwa atau sekitar
14,06 persen.

Sejalan  dengan
budgeting berbagai

strategi  kebijakan
kebijakan dan program

pro-poor
telah
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dilakukan dan anggaran pemerintah juga telah
ditingkatkan untuk menurunkan angka kemiskinan.
Lucyanda dan Sari (2009), mengungkapkan bahwa
anggaran Yyang berkualitas adalah anggaran yang
berpihak pada kepentingan rakyat miskin (pro-poor
budgeting) dan tidak mendiskriminasikan serta
menguntungkan gender tertentu (berspektif gender).
Anggaran yang pro-poor merupakan anggaran yang
digunakan untuk menilai apakah alokasi terhadap
anggaran untuk pemenuhan hak-hak perekonomian
rakyat, seperti ; pendidikan, kesehatan dan lainnya telah
sesuai terhadap besar alokasinya yang berkaitan terhadap
pengentasan kemiskinan.

Adapun realisasi anggaran Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2009-2013 sebagai berikut :
Tabel 2. Realisasi Anggaran Sumatera Selatan
Tahun 2009-2013

| Tahun | Pendapatan (Rp) |  Belanja (Rp) “

2009 2.681.672.318.900 2.751.672.318.900

2010 | 3131672318000 | 3225412046 518 |
2011 | 3.435.484,000000 | 3.565887.000.000 |

| T4.979.147.950.000 | 4.782.452.272.000 |

2012

72013 | S767.315049.000 | 5.763.277.895.000 |

Sumber : Iéporan RKPD Prov. Sumatera Selatan 2009-2013

Peningkatan APBD pada table 2 di atas menunjukkan
jumlah peningkatan yang cukup besar antara
Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah di Provinsi
Sumatera Selatan tahun 2009 sampai 2013. Namun
demikian, dalam era desentralisasi ini efektivitas langkah
penurunan kemiskinan tergantung pada pencapaian
pelaksanaannya vyaitu diantaranya pendidikan dan
kesehatan.

Dalam melihat pencapaian di bidang pendidikan
dapat diukur dari Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Sumatera Selatan. APS mempunyai keunggulan dapat
mencerminkan  partisipasi/akses pendidikan  sesuai
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kelompok usia sekolah sehingga jelas menggambarkan
seberapa besar penduduk yang sedang menikmati
pendidikan. Meningkatnya angka partisipasi sekolah
berarti menunjukkan adanya keberhasilan di bidang
pendidikan, utamanya yang berkaitan dengan upaya
memperluas jangkauan pelayanan pendidikan.

Tabel 3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Sumatera
Selatan Tahun 2009-2013

_Umur | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
7-12 | 97.80 98,00 97.11 | 98.04 | 98.96%
1315 | 84.65 8541 8532 | 85.52 | 96.87%
16—18 | 54,10 | 54,79 55,93 | 58,31 | 74.65%
19-24 | 11.55 12,07 12,25 135§ | -

Sumber : laporan RKPD Prov. Sumatera Selatan 2009-2013

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa semakin tinggi
umur seseorang maka angka partisipasi sekolah semakin
kecil, mengindikasikan bahwa masih banyak penduduk
yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan
yang lebih tinggi. Seperti tahun 2013, Angka Partisipasi
Sekolah anak-anak usia 7-12 tahun (usia SD) mencapai
98,96 %. Pada kelompok umur 13-15 tahun (usia SMP),
angka partisipasi sekolah lebih kecil yaitu 96,87% dan
pada kelompok umur 16-18 tahun, angka partisipasi
sekolah hanya sebesar 74,64 %. Ini berarti bahwa masih
ada 2,09 % penduduk usia 13-15 yang tidak melanjutkan
pendidikan ke SMP dan 22,23 % penduduk usia 16-18
yang tidak melanjutkan pendidikan ke SMA.

Bidang kesehatan di Sumatera Selatan untuk
mengukur kesejahteraan masyarakat miskin digunakanan
Angka Harapan Hidup yaitu perkiraan rata-rata lamanya
hidup (dalam tahun) dari lahir yang dapat ditemput oleh
seseorang. Di bawah ini tabel 1.4 merupakan Angka
Harapan Hidup yang dapat digunakan untuk melihat
tingkat kesehatan penduduk Sumatera Selatan.

Program pro-poor budgeting harus senantiasa
diimplementasikan,  dilanjutkan, dan  diperlukan
kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dan DPRD
untuk meningkatkan pemahaman bersama terhadap
rencana yang bersifat pro-poor dan menuangkannya ke
dalam rencana kerja pemerintah di daerah, serta
menggunakannya untuk mengarahkan penggunaan
anggaran pembangunan Yyang lebih berpihak dan
memberi perhatian lebih pada masyarakat miskin.

Tabel 4. Angka Harapan Hidup Sumatera Selatan
Tahun 2009-2013

No | Tahun Angka Harapan
Iidup
1 2009 69.00
2 2010 69.20
3 2011 69.40
4 2012 69.60
S 2013 69.80

Sumber : laporan RKPD Prov. Sumatera Selatan 2009-2013

Dari tabel 4 di atas tingkat kesehatan rakyat
Sumatera Selatan dapat dilihat dari angka Angka
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Harapan Hidup meningkat dari 69,00 di tahun 2009
menjadi 69,80 di tahun 2013, ini mencerminkan tingkat
derajat kesehatan masyarakat Sumatera Selatan
mengalami perbaikan pada periode tersebut. Namun dari
estimasi RPJPD 2005-2025, Angka Harapan Hidup
diestimasi pada tahun 2010-2015 akan mencapai 71,2.
Hal ini menunjukkan Angka Harapan Hidup yang
terealisasi belum sesuai dari target yang diestimasikan
dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka
Panjang.

Analisis terhadap pro-poor budgeting terdapat
beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIJMD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) vyang berkaitan erat dengan kebijakan-
kebijakan. Bahri (2008) menyebutkan di Sumatera
Selatan tawaran yang diperoleh untuk bergabung dalam
program Pro-poor planning Budgeting, disambut hangat
oleh Kab. OKI, menyebutkan keterkaitan penganggaran
terhadap perencanaan dianjurkan untuk melakukan
analisis terhadap SKPD atau dinas-dinas yang
memperoleh alokasi anggaran yang besar.

Mengacu pada dokumen RKA-SKPD dinas-dinas
tersebut dapat diklasifikasikan arah alokasi anggaran
terhadap sasaran penerima manfaat, indikator Kinerja
sampai dengan hasil/outcome, dan pada akhirnya dapat
diperoleh keterkaitan benang merah penganggaran
dengan perencanaan. Jadi, konsistensi  pro-poor
budgeting  antar  dokumen  perencanaan  dan
penganggaran penting diperhatikan yang merupakan
indikator dalam menilai kinerja pemerintah daerah
sehingga juga perlu dilakukan penelitian karena
berpengaruh terhadap capaian dari visi, misi, tujuan,
sasaran dan arah kebijakan yang telah direncanakan
dalam dokumen perencanaan. Menyadari pentingnya
peran pemerintah daerah dalam proses pencapaian tujuan
pembangunan, maka perlu disiapkan dengan baik
perencanaan dan penganggarannya sehingga semua
dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah harus
dijaga konsistensinya.

Landasan Teori
Teori Anggaran, Akuntabilitas dan Kemiskinan

Teori adalah pernyataan atau konsep yang telah diuji
kebenarannya melalui riset. Teori ini digunakan untuk
menganalisis, menjelaskan dan menerangkan suatu
fenomena tertentu, dimana analisis dan penjelasan yang
dilakukan bukanlah sekedar penjelasan yang berdasarkan
perasaan, prasangka atau akal sehat, melainkan
penjelasan yang rasional atau bersifat ilmiah. (Pasolong,
2013;119).

Melihat pada permasalahan, terdapat tiga teori yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu teori anggaran, teori
akuntabilitas dan teori kemiskinan. Berkaitan dengan
pokok permasalahan ini, teori anggaran dapat menjadi
dasar dalam menyelesai kan penelitian ini untuk
menganilisis peran aparat pemerintah  terhadap
penyusunan anggaran, apakah telah berpedoman dengan
analisis kemiskinan atau belum seperti yang terdapat
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pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 8/2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Anggaran  sektor  publik  dikaitkan  dengan
akuntabilitas, karena akuntabilitas berkaitan dengan
pelaksanaan evaluasi atau penilaian mengenai standard
pelaksanaan kegiatan, apakah standar yang dibuat sudah
tepat dengan situasi dan kondisi yang dihadapi sehingga
digunakan teori akuntabilitas. Selain itu, teori
kemiskinan digunakan dalam penelitian ini karena dapat
menjadi dasar dalam penyelesaian permasalahan.

Kerangka Konseptual Anggaran Sektor Publik
Anggaran sektor publik merupakan rencana kerja
yang diukur dalam satuan finansial yang dibuat dan
digunakan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk
memuat informasi tentang pendapatan, belanja, aktivitas
dan pembiayaan dalam satuan moneter. Peran penting
anggaran dalam organisasi sektor publik berasal dari
kegunaannya dalam menentukan estimasi pendapatan

atau jumlah tagihan atas jasa yang diberikan
(Nordiawan, 2006: 47). Mardiasmo (2004: 63)
menyatakan terdapat beberapa alasan pentingnya

anggaran sektor publik yaitu:

a. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk
mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi,
menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas
hidup masyarakat.

b. Anggaran diperlukan karena adanya masalah
keterbatasan sumber daya (scarcity of resources),
pilihan (choise) dan trade offs.

c. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa
pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat.

Dalam hal ini anggaran merupakan instrumen
pelaksanaan akuntabilitas oleh lembaga-lembaga publik
yang ada. Menurut Mardiasmo (2004:63), anggaran
daerah mempunyai beberapa fungsi antara lain:

a. sebagai planning tool yaitu anggaran digunakan untuk
merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh
pemerintah, seperti ; berapa biaya yang dibutuhkan
serta berapa hasil yang diperoleh dari belanja
pemerintah tersebut,

b. sebagai control tool yaitu merupakan instrumen
pengendalian yang digunakan untuk menghindari
adanya overspending dan salah sasaran dalam
mengalokasikan anggaran pada bidang lain yang
bukan prioritas.

c. sebagai peformance measurement tool, dimana
anggaran merupakan wujud komitmen dan budget
holder kepada pemberi wewenang.

d. Sebagai public sphere, dimana anggaran digunakan
sebagai alat untuk menciptakan ruang publik yang
melibatkan pemerintah, birokrat, DPR, masyarakat
perguruan  tinggi dan  berbagai  organisasi
kemasyarakatan.

Anggaran merupakan pernyataan dari pemerintah
mengenai perkiraan penerimaan dan belanja pada tahun
berjalan yang mencerminkan kebijakan pemerintah, baik
sosial maupun ekonomi.
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Kerangka Konseptual Anggaran yang Berpihak pada

orang Miskin (Pro-Poor Budgeting)

Anggaran yang berpihak kepada rakyat miskin (pro-
poor budgeting) dapat diterjemahkan sebagai praktek
perencanaan dan penganggaran yang sengaja ditujukan
untuk membuat kebijakan, program dan kegiatan yang
dampaknya dapat meningkatkan kesejahteraan atau
terpenuhinya kebutuhan hak-hak dasar masyarakat
(Rinusu, 2006:2). Tahap penyusunan anggaran harus
memegang beberapa prinsip diantaranya  harus
mengedepankan: (1). partisipasi masyarakat dalam
penyusunan anggaran (2). transparansi dan akuntabilitas
anggaran (3). disiplin anggaran (4). keadilan anggaran
(5). efesiensi dan efektivitas anggaran (6). taat asas
dalam penyusunan anggaran. Jika prinsip-prinsip
tersebut dapat di laksanakan dengan baik maka
pengalokasian anggaran untuk kepentingan rakyat (pro-
poor budget) akan dapat tercapai dengan hasil yang
maksimal (Sopanah;2004).

Bapenas (2008:3) dalam wibisono (2010;29), Pro-
Poor Planning And Budgeting atau perencanaan dan
penganggaran kemungkinan besar bersifat “pro-poor”
jika:

1. Orang miskin ditargetkan untuk mendapat perhatian
khusus, sehingga proporsi orang miskin yang
menerima manfaat lebih besar dari proporsi orang
miskin dalam populasi.

2. Perencanaan dan penganggaran difokuskan pada akar
masalah dari  kemiskinan, serta memberikan
kemampuan pada orang miskin agar dapat mengakses
dan menggunakan sumber daya yang dapat membantu
mereka untuk keluar dari kemiskinan.

3. Perencanaan dan penganggaran yang dapat
memaksimumkan manfaat bagi orang miskin melalui
program yang dihubungkan dengan MDGs.

4. Orang miskin dapat berpartisipasi dalam perencanaan,
implementasi, monitoring dan evaluasi atas langkah-
langkah penganggulangan kemiskinan.

Nilai Lebih Pro-poor Budgeting menurut Rinusu

(2006:30) adalah sebagai berikut:

1. Fungsi kesejahteraan sosial masyarakat
welfare function) menjadi lebih optimal.

2. Mempercepat  proses  demokratisasi  melalui
mekanisme proses perencanaan dan penganggaran
yang partisipatif, misalnya, memberikan ruang bagi
kaum miskin untuk mengaktualisasikan hak-hak
politiknya terhadap kebijakan anggaran publik.

3. Faktor pendorong terciptanya stabilisasi politik dan
sosial, karena kepentingan kaum miskin yang selama
ini cenderung tertinggalkan sehingga mengakibatkan
frustasi yang berkepanjangan.

4. Mempercepat proses penanggulangan kemiskinan.
Dengan menerapkan Pro-Poor Budgeting, upaya
penanggulangan kemiskinan menjadi lebih fokus dan
transparan. Kebutuhan-kebutuhan sosial dasar kaum
miskin seperti sarana kesehatan, pendidikan dan
pengembangan usaha-usaha produktif menjadi lebih
mudah terpenuhi.

(social
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Peraturan Pemerintah tentang Pro-Poor Budgeting

Tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 8/2008
menyebutkan  bahwa  Pemerintah  Provinsi  dan
Kabupaten/Kota dalam merumuskan rencana Kkerja
daerahnya harus mempertimbangkan analisis kemiskinan
dan kesetaraaan gender dalam menyusun kebijakan,
program serta kegiatan pembangunan.

Kategori dan Ciri-ciri Anggaran yang Pro-Poor

Budgeting
Katagori anggaran yang berpihak pada orang miskin

atau pro-poor budgeting dapat dikategorikan menjadi

dua yaitu pertama, alokasi anggaran yang secara
langsung diperuntukan dan diterima oleh rakyat miskin.

Kedua, alokasi anggaran yang secara tidak langsung

diperuntukan bagi rakyat miskin tetapi memberikan

dampak dan manfaat positif terhadap mereka.

Selanjutnya ciri-ciri anggaran yang berpihak pada orang

miskin (pro-poor budgeting) dapat dilihat dari dua sisi

yaitu sisi Pendapatan Daerah dan sisi Belanja Daerah.

Adapun ciri-ciri anggaran yang pro-poor tersebut yaitu :

1. Sisi Pendapatan Daerah

a. Sedapat mungkin tidak memungut pajak dan retribusi
terhadap transaksi pemenuhan pelayanan dasar
publik, misalnya ; retribusi puskesmas, rumah sakit,
sekolah, dan lain-lain.

b. Tidak menjadikan pajak dan retribusi untuk
pemenuhan kebutuhan dasar orang miskin sebagai
sumber pendapatan utama daerah.

¢. Tidak membebani orang miskin dengan berbagai jenis
pungutan pajak dan retribusi.

2. Sisi Belanja Daerah

a. Adanya alokasi anggaran untuk subsidi pemenuhan
kebutuhan dasar warga miskin. Misalnya bahan
kebutuhan pokok, pembebasan bea pendidikan, dan
lain-lain.

b. Adanya alokasi anggaran untuk penyediaan sarana
dan prasarana publik yang berpihak kepada orang
miskin, misalnya puskesmas, pustu, jalan desa, dan
air bersih.

¢. Adanya alokasi anggaran untuk melakukan pendataan
kelompok miskin dan asessment kebutuhan kelompok
miskin.

d. Adanya alokasi anggaran untuk memberikan ruang
partisipasi dan aktualisasi diri kelompok miskin.

e. Adanya alokasi anggaran untuk perencanaan dan
menilai dampak program/kegiatan terhadap orang
miskin. (LGSP-USAID, 2009;7)

Penelitian Terdahulu

1. Djayasinga dengan judul “Riset Anggaran untuk
Rakyat (Studi Kasus : APBD Kota Bandar Lampung),
dosen ahli ekonomi pembangunan. Penelitiannya
menggambarkan secara rinci tentang besarnya anggaran
yang langsung bermanfaat kepada masyarakat serta
kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan dengan
anggaran tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa,
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keberpihakan Pemerintah Kota Bandar Lampung berupa
anggaran untuk rakyat masih rendah. Hal ini ditandai
dari jumlah alokasi yang minim serta pengalokasian
dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang tidak fokus. Untuk
itu diperlukan perubahan paradigma pengelolaan
keuangan daerah serta komitment yang kuat dari para
penyelenggaran pemerintah kota bahwa amanah
mengelola  APBD  adalah  semata-mata  untuk
mensejahterakan masyarakat kota Bandar Lampung,
tidak hanya pengalokasian anggaran ke sektor publik
lebih besar namun bagaimana pengguna tersebut dapat
langsung bermanfaat dan dirasakan masyarakat.
2.Mawardi dan Sudarno dengan judul “Kebijakan
Publik yang Memihak Orang Miskin (Fokus: Pro-poor
Budgeting) menjelaskan juga permasalahan tentang
kebijakan yang dapat menanggulangi kemiskinan adalah
pro-poor budgeting yang harus dipandang sebagai salah
satu kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan.
Hasilnya dalam mencapai terciptanya kebijakan pro-
poor budgeting maka diperlukan kebijakan awal seperti
pro-poor policy, pro-poor institutions, pro-poor
goverment.  Kemudian dalam  menyusun  dan
mengimplementasikan kebijakan anggaran diperlukan
tiga aspek yang perlu diperhatiakan yaitu aspek
penyusunan anggaran, aspek penerimaan daerah dan
aspek pembelanjaan daerah.

3. Widianingsih dengan judul “Mengukur Alokasi
Anggaran untuk Rakyat di Sektor Pendidikan (Studi
Kasus APBD Kota Surakarta), meneliti permasalahan
mengenai seberapa besar anggaran untuk rakyat di sektor
pendidikan baik secara sectoral maupun aggregate di
Kota Surakarta. Variabel data yang digunakan berupa
data APBD Kota Surakarta Tahun 2007 dan 2009 beserta
dokumen Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) per
satuan Kkerja. Hasilnya dengan menggunakan rasio
pengukuran dapat diketahui bahwa (1) secara sectoral
Pemerintah Kota Surakarta telah mengalokasikan
anggaran untuk sektor pendidikan dengan jumlah yang
relative besar melalui beberapa programnya (2) secara
aggregate jumlah vyang dialokasikan di sektor
pendidikan masih relative kecil.

4. Rahman dengan judul “Politik Anggaran yang Minus
Keberpihakan”, menjelaskan bahwa kebijakan anggaran
sektor pendidikan dalam APBD Kota Semarang Tahun
Anggaran 2009 tidak menunjukkan keberpihakan
terhadap masyarakat miskin. Hal ini terbukti dari
temuan-temuan lapangan. Pertama, meskipun alokasi
anggaran sektor pendidikan dari APBD Kota Semarang
Tahun Anggaran 2009 sebesar 35 % dari jumlah
keseluruhan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran
2009 tetapi tidak memberikan alokasi anggaran secara
konkrit untuk masyarakat miskin. Kedua, Program
Pendidikan Gratis 2009 dalam implementasinya masih
mempraktikkan partisipasi semu, tingkat akuntabilitas
dan transparansi masih tertutup, serta belum memenuhi
derajat efektif dan efisien. Padahal masyarakat miskin
harus mendapatkan keberpihakan, penegasan dari alokasi
anggaran sehingga bisa memperolah hak-hak dasarnya.
5. Wibisono dengan judul “Analisis Kinerja dan
Keberpihakan APBD untuk Rakyat (Studi Kasus di Kota
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Madiun Tahun 2004-2008) mengeksplorasi tentang
bagaimana keberpihakan APBD Kota Madiun untuk
rakyat tahun 2004-2008. Model penelitiannya yaitu
dengan menganalisis proposionalitas alokasi APBD
khususnya pada sektor-sektor yang menjadi prioritas
pembangunan daerah kota Madiun. Kemudian,
menyimpulkan bagaimana konsistensi Pemerintah Kota
Madiun dalam melaksakan Visi - Misi Daerah sesuai
dengan RPJMD Kota Madiun tahun 2004-2008. Temuan
secara umum pemerintah kota Madiun dalam menyusun
visi-misi, prioritas pembangunan daerah, serta arah
kebijakan umum belanja daerah dan program kerja sudah
mendasarkan pada RPJP dan RPJM. Namun demikian,
terdapat ketidakkonsistenan dalam perumusan misi,
prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan umum
belanja daerah dan program kerja.

6. Menurut hasil riset Rahayu, Ludigdo dan Affandy,
mengeksplorasi pemahaman atas fenomena
penganggaran dengan berfokus pada bagaimana proses
penyusunan anggaran pemerintah daerah pada tingkat
satuan kerja perangkat daerah (SKPD) khususnya yang
berkaitan dengan perilaku aparatur di Provinsi Jambi.
Menyimpulkan bahwa penerapan performance budgeting
dalam proses penyusunan anggaran masih belum
berjalan sebagaimana yang diinginkan. Perubahan
kebijakan hanya diikuti oleh daerah pada tingkat
perubahan teknis dan format, namun perubahan
paradigma belum banyak terjadi sehingga dominasi
pembangunan fisik dan alokasi anggaran lebih banyak
dinikmati oleh kalangan birokrasi saja. Hal ini
menunjukkan bahwa fokus dan alokasi dana
pembangunan masih harus terus diperbaiki.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, hal
ini  menunjukkan  bahwa dalam  meningkatkan
kesejahteraan masyarakat perlu dipertimbangkan faktor-
faktor pendukung dalam dokumen perencanaan dan
penganggaran yang saling berhubungan antar dokumen
satu dengan yang lainnya. Perbedaan penelitian ini
dengan penelitian sebelumnya terdapat pada konsistensi,
efektifitas dan komitmen antara dokumen perencanaan
yang meliputi : RPJPD, RPJMD,

Renstra, Renja serta RKPD dan dokumen
penganggaran yang meliputi : RKA, RAPBD serta DPA
akan pro-poor budgeting.

2. Pembahasan

KerangkaPemikiran

Dalam melakukan analisis terhadap pro-poor
budgeting terdapat dokumen perencanaan dan
penganggaran yang ditujukan untuk membuat kebijakan,
program dan kegiatan yang dampaknya dapat
meningkatkan kesejahteraan. Dokumen perencanaan
tersebut antara lain ; RPJPD, RPJMD, Renstra, Renja
serta RKPD, sedangkan dokumen penganggaran antara
lain ; RKA, RAPBD serta DPA yang merupakan bagian
dari dimensi anlisis kebijakan strategis dan operasional
pada analisis penilaian APBD.
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Berdasarkan uraian di atas, dikembangkan kerangka
pemikiran terhadap analisis dan penerapan pro-poor
budgeting sebagai berikut :

Gambar 1. Analisis Pro-Poor Budgeting

Keterangan :

RPJPD Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah

RPJMD Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah

Renstra Rencana Pembangunan Jangka

SKPD Menengah Daerah

Renja Rencana Kerja Satuan Kerja

SKPD Perangkat Daerah

RKPD Rencana Kerja  Pemerintah
Daerah

RKA Rencana Kerja dan Anggaran

SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah

RAPBD Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah

DPA Dokumen Pelaksana Anggaran

Dokumen-dokumen tersebut merupakan tata urutan
kebijakan yang saling terkait satu sama lain dalam
analisis penilaian APBD agar mendapatkan kajian yang
komprehensif mengenai penerapan pro-poor budgeting
dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut.

Jadi jika dokumen perencanaan dan penganggaran
(RPJPD, RPIMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, RKPD,
RKA SKPD, RAPBD dan DPA) tersebut telah mengarah
pada kesejahteraan pada orang miskin maka analisis
APBD di Sumatera Selatan dapat dikatakan telah pro-
poor budgeting. Sebaliknya jika dokumen-dokumen
tersebut tidak mengarah pada kesejahteraan orang miskin
maka analisis APBD Sumatera Selatan belum pro-poor
budgeting.

Metode Penelitian
a) Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dilakukan dengan
menganalisis konsistensi, relevansi dan efektifitas
penerapan dan perkembangan pro-poor budgeting antar
dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan
pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam
penelitian ini berfokus pada analisis terhadap dokumen
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APBD sehingga proses pelaksanaan dari APBD dan
lainnya tidak termasuk dalam penelitian. Selanjutnya,
objek analisis dalam penelitian, meliputi data-data yang
berkaitan dengan pro-poor budgeting dalam dokumen
perencanaan dan penganggaran Provinsi Sumatera
Selatan dalam periode 2009 sampai dengan 2013.

b) Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam menunjang
penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder
adalah data yang diperoleh dengan cara membaca,
mempelajari dan memahami melalui media lain yang
bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen
perusahaan (sugiyono, 2012:141).

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini
berupa data dokumen perencanaan dan dokumen
penganggaran, yang bersumber dari instansi Dinas
Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda)
Provinsi Sumatera Selatan serta data lain berupa;
literatur, tulisan ilmiah, artikel, maupun dokumen dan
referensi sumber lain yang menunjang penelitian

¢) Teknik Pengumpulan Data
Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang

digunakan penulis, diantaranya yaitu :

1. Dokumentasi yaitu salah satu metode pengumpulan
data kualitatif dengan melihat atau menganalisis
dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri
atau oleh orang lain tentang objek penelitian. Jadi,
objek yang akan diteliti berupa dokumen
perencanaan dan penganggaran APBD Sumatera
Selatan. Dokumen perencanaan tersebut antara lain ;
RPJPD, RPJMD, Renstra, Renja serta RKPD,
sedangkan dokumen penganggaran antara lain ;
RKA, RAPBD serta DPA yang merupakan bagian
dari dimensi anlisis kebijakan strategis dan
operasional pada analisis penilaian APBD.

2. Studi literatur yaitu teknik penelitian yang dilakukan
dengan cara mempelajari dan mengkaji buku-buku
yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk
memperoleh data atau sumber-sumber informasi
teoritis tentang masalah yang diteliti. Jadi, informasi
yang dikumpulkan berupa data-data yang dapat
menunjang dalam penelitian ini seperti ; definisi-
definisi literatur mengenai pro-poor budgeting dan
lain-lain.

d) Definisi Operasional Variabel

Variabel yang didefinisikan secara operasional
ditujukan agar lebih mempermudah dicari hubungan
antara satu variable dengan lainnya dan pengukurannya.
Tanpa operasionalisasi variabel, peneliti akan mengalami
kesulitan dalam menentukan pengukuran hubungan antar
variable yang masih bersifat konseptual.

Menurut Sugiyono (2012: 31), definisi operasional
adalah penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari
sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi
operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan
untuk meneliti dan mengoperasikan konstrak, sehingga
memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan
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replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau
mengembangkan cara pengukuran konstrak yang lebih
baik.

Berikut ini disajikan beberapa instrumen indikator
beserta komponen penilaian dari masing-masing analasis
kebijakan strategis dan kebijakan analisis opersional :

Tabel 5. Definisi Operasional Variabel

Variabel Definisi Indikator Ukuran
pro-poor Merupakan praktek 1. RPJPD
budgeting perencanaan dan e Tujuan RPJPD
penganggaran yang e Tahapan RPJPD
SenQija dittg'ukan e Target Pencapaian
untuk membuat
kebijakan, program f SEJihlglF?JMD
dan kegiatan yan -
dampagnya deatg s Misi R?JMD
meningkatkan e Strategi Dasar
kesejahteraan atau PembangL_J_n an
terpenuhinya o Arah Kebijakan
kebutuhan hak-hak Pembangunan
dasar masyarakat. e Program
Pembangunan dalam
RPJMD
3. Renstra SKPD
e |su Strategis dalam
Renstra SKPD
e Visi/misi Renstra
e Program Pokok
Renstra
o Pelaksanaan
Rencana Program
o Alokasi Anggaran
yang memadai
4. Renja SKPD
o Dasar arah dan
Strategi Kebijakan
e Prioritas
Program/Kegiatan
e Jumlah
program/kegiatan Rasio
Penanganan Penilaian
Kemiskinan

o Ukuran capaian
program/kegiatan
penanganan
kemiskinan

5. RKPD

o Isu Kemiskinan

e Rencana  Program
Prioritas RKPD

e Rencana
Program/Kegiatan
Penanganan
Kemiskinan

e Total Rencana

Program/Kegiatan

Penanganan

Kemiskinan

Pagu Anggaran

KUA

Program KUA

Plafon Anggaran

Program, Kegiatan

Penanganan

Kemiskinan

e Kelompok Sasaran
Program, Kegiatan
Penanganan
Kemiskinan

e Ukuran capaian
Program, Kegiatan
Penanganan
Kemiskinan

7. RKA

e Program, Kegiatan
dan Anggaran yang
termuat di RKA

e Rumusan Program,
Kegiatan dan

e o e

Anggaran
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Jumlah Program,
Kegiatan dan
Anggaran

e Ukuran Capaian
Program, Kegiatan
dan Anggaran
Penanganan
Kemiskinan

o)

. RAPBD/ APBD

. Analisis Struktur
Makro
Kontribusi PAD dan
Dana Perimbangan
pada Sisi
Penerimaan Daerah
Kontribusi Pajak
dan Retribusi
Daerah

e Jumlah Nilai Bagi

Hasil Pajak/ Non

Pajak

Alokasi Belanja

Langsung dan Tidak

Langsung.

Alokasi Belanja

Modal, Pegawai

serta Belanja Barang

dan Jasa

Alokasi Belanja Gaji

dan Tunjangan

Belanja Subsidi,

Hibah dan Bantuan

Sosial untuk

Kelompok

Masyarakat

e Sumber Penerimaan

Pembiayaan Daerah

o Alokasi
Pembentukan Dana
Cadangan dan
Pemberian Pinjaman
Daerah dalam
Pengeluaran
Pembiayaan
Alokasi Belanja
untuk Pembayaran
Hutang dalam
Pengeluaran
Pembiayaan.

. Analisis Alokasi
Belanja Perurusan
Belanja Langsung
untuk Kelompok
Orang Miskin dalam
Alokasi Anggaran
urusan
Wajib/Pilihan

o Pos Belanja Modal
untuk Kelompok
Orang Miskin
Total Belanja
Langsung untuk
Kelompok Orang
Miskin
Total Belanja
Urusan

. DPU
Alokasi Belanja
Langusng dalam
DPA
Komposisi Belanja
Tolak Ukur
Kinerja/Capaian
dalam Alokasi
Belanja

I

o

o

Penerapan
Konsistens

I
efektifitas
dan
komitmen
antara
dokumen

Merupakan interpretasi atas pelaksanaan tingkat keberpihakan
orang miskin yang ditafsirkan menurut kategori yang telah
ditetapkan.

Sumber : Hasil olahan, 2015
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Pada table 5 menggambarkan variabel / Instrument
yang menjadi penilaian pada dokumen perencanaan dan
penganggaran. Hasil jawaban dari penilaian dokumen
tersebut kemudian untuk jawaban “Ya” akan diberi
bobot 1 (satu), sedangkan untuk jawaban “Tidak™ akan
diberi bobot nilai 0 (nol).

e) Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis
deskriptif kualitatif dan kuantitaf untuk menjawab
permasalahan penelitian. Analisis kuantitatif digunakan
untuk menjelaskan keberpihakan anggaran terhadap
orang miskin sedangkan deskriptif kualitatif digunakan
untuk menjelaskan penerapan dan perkembangan pro-
poor budgeting. Pendekatan kuantitatif disini sifatnya
hanya statistik sederhana yang merupakan alat bantu
dalam analaisis kualitatif dengan menganalisis dokumen
perencanaan dan penganggaran.

Dalam menganalisis pada penelitian ini digunakan
alat analisis yang dikembangkan oleh LGSP-USAID
yaitu menganalisis anggaran berdasarkan dari dimensi
analisis kebijakan strategis dan analisis kebijakan
operasional.

1. Analisis Kebijakan Strategis

Pada dasarnya analisis kebijakan strategis adalah

untuk menilai terhadap komitmen, konsistensi dan

relevansi  kebijakan pemerintah terhadap upaya
penanganan kemiskinan yang ada pada masyarakat.
2. Analisis Kebijakan Operasional

Analisis kebijakan operasional merupakan analisis

yang digunakan untuk menilai sejauh mana rencana

pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah terhadap
aspek keberpihakan pada masyarakat miskin.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis ini

adalah sebagai berikut :

1. Menjawab daftar penilaian pertanyaan tertulis pada
instrumen indikator (kuisioner) dengan melihat
dokumen-dokumen yang telah ditetapkan penulis.
Dalam hal ini ditetapkan 8 (delapan) dokumen yang
penulis anggap mewakili terhadap permasalahan yang
berhubungan dengan pro-poor budgeting.

2. Menghitung jumlah jawaban “Ya” dan banyaknya
pertanyaan penilaian untuk setiap setiap dokumen.
Setiap penilaian jawaban akan diberikan nilai 1 (satu)
jika jawaban “Ya” dan nilainya O (nol) jika jawaban
“Tidak”.

3. Mengelompkkan jawaban berdasarkan dimensi
analisis yaitu dimensi analisis strategis dan dimensi
analisis operasional.

4. Menghitug besarnya prosentase penilaian jawaban
“Ya” denngan memasukan jumlah penilaian jawaban
“Ya” dan jumlah pertanyaan ke dalam rumus skor
ideal berdasarkan dari instrumen penilaian indikator
masing-masing dokumen:

jumlah jawaban Ya

B Tumlah jawaban seluruh instrumen

x 100 %
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5. Hasil jawaban penilaian disesuaikan dengan hasil
pengumpulan  data lainnya, diperoleh  dari
dokumentasi dan telaah literatur. Jika pengujian
tersebut menghasilkan data yang berbeda maka
peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut kepada
sumber data yang bersangkutan atau yang lainnya.

6. Dilakukan interpretasi yang dapat ditafsirkan menurut
kategori seperti di bawah ini (LGSP-USAID; 2009) :
a. x> 0,20 berarti sangat berpihak
b. 0,10 < x < 0,20 berarti berpihak
c. 0,05 < x<0,10 berarti kurang berpihak
d. x<0,05 berarti tidak berpihak

Berdasarkan penafsiran akan kategori penerapan di atas
maka dapat diketahui dalam menjawab permasalahan
pertama tentang penerapan anggaran yang pro-poor di
Sumatera Selatan, apakah menunjukkan dalam kategori
pertama (sangat berpihak), kedua (berpihak), ketiga
(kurang berpihak) atau keempat (tidak berpihak).
Selanjutnya, sesuai dengan permasalahan kedua dalam
melihat perkembangan pro-poor budgeting mulai dari
tahun 2009 sampai 2013 yaitu denganmenganalisis dari
masing-masing dokumen per tahun anggaran.

Hasil Penelitian
a) Gambaran Umum Penelitian

Penerapan pro-poor budgeting merupakan praktek
perencanaan dan penganggaran yang ditujukan untuk
membuat kebijakan, program dan Kkegiatan yang
dampaknya dapat meningkatkan kesejahteraan. Artinya
penerapan pro-poor budgeting akan berjalan dengan baik
apabila dampaknya dapat meningkatkan kesejahteraan.
Dalam hal ini, Indikator penerapan pro-poor budgeting
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan
daerah baik RPJPD, RPJMD, Renstra dan RKPD
kemudian diterjemahkan dalam indikator pada setiap
program/kegiatan SKPD per tahun.

Objek penelitian dokumen yang diperoleh oleh
peneliti antara lain ; RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD,
dan RAPBD/APBD pada tahun 2009 sampai 2013
sedangkan dokumen Renja, RKA dan DPA tidak dapat
dilakukan penelitian lebih lanjut karena data tidak dapat
diperoleh peneliti. Penelitian tentang pro-poor budgeting
ini  dilakukan  melalui  dokumentasi  dokumen
perencanaan dan penganggaran yang diperoleh dari
Bappeda Provinsi Sumatera Selatan. Penetapan dokumen

tersebut dikarenakan dokumen perencanaan dan
penganggaran berkaitan dengan masalah
penanggulangan  kemiskinan (pro-poor budgeting)

sehingga diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan
yang diteliti.

b) Karakteristik Pembangunan Pro-Poor Budgeting

Karakteristik untuk menentukan kebijakan anggaran
yang pro-poor diidentifikasi melalui dua dimensi
strategis dan operasional atau perencanaan dan
penganggaran. Dalam menganalisis sebuah kebijakan
alokasi anggaran pro-poor yaitu dengan memastikan isi
Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD).
Terdapat dua sisi yang menjadi perhatian berkenaan
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dengan isi APBD Sumatera Selatan yaitu Pendapatan
Daerah dan Belanja Daerah. Adapun alokasi Pendapatan
Daerah dan Belanja Daerah sebagai berikut

Tabel 6. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2009-
2013. Provinsi Sumatera Selatan (dalam milyaran)
[ Pradapatan | Da T tamdain

Dana [ Total Pendapatan ‘

[ 2009 | 1171
[ 2010 | 145
3011 | 1563.704
[ 2012 | 1.899.640.¢

2013 | 2237 016036 000

Sumber : laporan RKPD Prov. Sumatera Selatan 2009-2013

74420720

D 979.1 000
36456250 000

768,315 049 000

Tabel 6 menunjukkan Total Pendapatan Daerah
Sumatera Selatan terus meningkat yang bersumber dari
Pendapatan Daerah (PD), Dana Perimbangan (DP), Lain-
lain Pendapatan yang Sah (LPDS) pada tahun 2009
sampai 2013. Berdasarkan Pendapatan Daerah yang
cukup besar maka dana yang berasal dari rakyat sudah
seharusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya  untuk
kemakmuran rakyat.

Tabel 7. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2009-2013

Provinsi Sumatera Selatan (dalam milyaran)
| | Belanja Tidak | % | Belanja Langsung | %
|Langwmug Rp) | | (Rp)

1213428891972 | 44% | L.558.243. 426 928
[ 1193311019636 | 3% |

1,756 128,503 0o

| Tahun Total Belanjs (Rp)

2009
[ 2010
| 2011
: 2012 |2

2012

875367647000 | &0 | |

3390696 058 000 | 39% | 2 0 1% 5763

Sumber : laporan RKPD Prov. Sumatera Selatan 2009-2013

Tabel 7 menunjukkan Total Belanja Sumatera Selatan
terus meningkat dengan Belanja daerah pada tahun 2009
sampai 2013 berfluktuasi terhadap Belanja Tidak
Langsung dan Belanja

Langsung. Tahun 2009 sampai 2011 menunjukkan
belanja langsung lebih besar dibandingkan belanja tidak
langsung sedangkan di tahun 2012 sampai 2013
menunjukkan sebaliknya.

¢) Analisis Keterkaitan dan Ketercapaian Pro-poor
Budgeting di Bidang Pendidikan dan Kesehatan
Empat argumen yang mendasari keterkaitan antara
APBD dengan konsep keberpihakan kepada masyarakat
miskin. Pertama, APBD merupakan sebuah pilihan-
pilihan dari berbagai kebutuhan. Kedua, APBD
merupakan instrumen untuk meningkatkan tanggung
gugat atau akuntabilitas publik. Ketiga, APBD
menunjukkan keterbatasan sumber daya (scarcity of
resources). Keempat, APBD merupakan instrumen bagi
pemerintah meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
(Rahman;2011). Pemahaman ini berangkat dari angka-
angka yang tertulis dalam alokasi anggaran tersebut.
Angka-angka yang tertulis dalam APBD jangan sampai
bersifat normatif tetapi bisa meningkatkan kualitas hidup
masyarakat miskin dalam memperoleh hakhak dasarnya.
Berdasarkan keempat hal tersebut, setidaknya APBD
harus menjawab kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan
ekonomi masyarakat. Masyarakat harus didekatkan
dengan akses pelayanan kesehatan yang murah atau
bahkan gratis. Tetapi, sehat tanpa pendidikan akan
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menyebabkan tidak produktif, karena itu pendidikan juga
merupakan hal yang mesti diperhatikan. Demikian pula
peningkatan ekonomi harus pula diperhatikan dalam
APBD, supaya orang miskin tidak selamanya miskin.
Tetapi, setidaknya untuk masa transisi, pro poor
budgeting harus memperhatikan sektor pendidikan dan
kesehatan. Secara ringkas ketercapaian pembangunan
pro-poor budgeting dalam bidang pendidikan dan
kesehatan sebagai berikut :

1. Per-Urusan Pendidikan

Pencapaian program pendidikan yang dapat
dikatakan pro poor diantaranya adalah bantuan dana
BOS (Bantuan Operasional Sekolah) supaya pendidikan
murah atau bahkan gratis. Hal ini sesuai dengan
Anggaran pendidikan di Sumatera yang ditunjukkan
pada Tabel 4.6 bahwa alokasi pendidikan dari Pagu
Indikatif mengakomodir terhadap biaya-biaya untuk
memenuhi program wajib belajar 9 tahun. Didukung
dengan Total Belanja Langsung untuk kelompok orang
miskin yang tidak kurang dari 5% terhadap total belanja
urusan tersebut.

Keberhasilan pada bidang pendidikan tersebut dilihat
dengan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang
sudah memanfaatkan pendidikan. Persentase penduduk
yang bersekolah pada umur tertentu yang lebih dikenal
dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS).

Perkembangan pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan
menunjukan perkembangan yang positif dengan pencapaian
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Sumatera Selatan terus
meningkat seperti terlihat pada Tabel 1.3 terlihat bahwa
semakin tinggi umur, maka angka partisipasi sekolah
semakin kecil, mengidentifikasikan bahwa masih banyak
penduduk yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke
jenjang yang lebih tinggi. Dalam tahun 2009 angka
partisipasi sekolah anak usia 7-12 tahun (usia SD) mencapai
97,80 %, usia 13-15 (usia SMP) mencapai 84,64 %, usia
16-18 tahun (usia SMA) mencapai 54,10 % sedangkan usia
19-24 hanya mencapai 11,55 %. Hal ini berarti bahwa
masih ada 13,15 % penduduk usia 13-15 tahun yang tidak
melanjutkan ke SMP, dan 30,55 % penduduk usia 16-18
yang tidak melanjukkan ke jenjang SMA di tahun tersebut.

Perkembangan yang baik ditunjukkan pada APS dalam
kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu
meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) tingkat
usia 7-12 tahun dari 97,80% pada tahun 2009 menjadi
98,96% pada tahun 2013. APS tingkat usia 13-15 tahun
meningkat dari 84,65% pada tahun 2009 menjadi
99,87% pada tahun 2013. APS tingkat usia 16-18 tahun
meningkat dari 54,10% pada tahun 2009 menjadi
74,65% pada tahun 2013.

2. Per-Urusan Kesehatan

Pelayanan kesehatan yang murah untuk orang
miskin, terutama di puskesmas dan rumah sakit
merupakan indikator dalam bidang kesehatan sehingga
dapat dikatakan pro-poor Hal ini juga sesuai dengan
Anggaran Kesehatan di Sumatera yang ditunjukkan pada
Tabel 4.6 bahwa alokasi kesehatan dari Pagu Indikatif
mengakomodir terhadap biaya-biaya untuk alokasi
kesehatan masyaraka dengan Total Belanja Langsung

28

ISSN PRINT :2089-6018
ISSN ONLINE : 2502-2024

untuk kelompok orang miskin yang juga tidak kurang
dari 5% terhadap total belanja urusan tersebut.

Ketercapaian pada bidang kesehatan penduduk
Sumatera Selatan dapat digunakan Angka Harapan
Hidup (AHH). Dari tabel 1.4 tingkat kesehatan rakyat
Sumatera Selatan dapat dilihat dari angka Angka
Harapan Hidup meningkat dari 69,00 di tahun 2009
menjadi 69,80 di tahun 2013, ini mencerminkan tingkat
derajat kesehatan masyarakat Sumatera  Selatan
mengalami perbaikan pada periode tersebut.

Untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status
kesehatan penduduk, ketersediaan dan keterjangkauan
fasilitas dan sarana kesehatan juga merupakan salah satu
faktor penentu utama. Adapun jumlah sarana kesehatan
tahun 2009-2013 sebagai berikut ;

Tabel 8. Jumlah Sarana Kesehatan Tahun 2009-2013

Provinsi Sumatera Selatan

1 Sarana Kesehatan 2009 l 2010 l 2001 | 2012 1 2013 |
Runah Sakit 15 40 49 17 | 44 |
[ Puskesmas | 250 265| 217| 201| 301
' Puskesmas Pembantu 942 ‘ 919 ‘ 920 A 920 ? 920 “
| Tempat Tidur Rumah Sakit | 3.863 | 4081 | 4955 | 5303 | 5635 |
Posvandu STRG | 6231 6274 | 6186 | 6168

Sumber : laporan RKPD Prov. Surﬁatera Sélatan 2(509-2015

Pada Tabel 8 jumlah puskesmas yang tersedia selama
periode 2009-2013 mengalami peningkatan, pada tahun
2009 tersedia 250 puskesmas, sedangkan pada tahun
2013 menjadi 301 puskesmas. Sedangkan untuk jumlah
puskesmas pembantu dan rumah sakit mengalami
fluktuasi. Jumlah puskesmas dari 942 pada tahun 2009,
turun menjadi 919 pada tahun 2010 dan kemudian naik
menjadi 920 tahun 2011-2012. Begitu pula dengan
jumlah Rumah Sakit dari 45 pada tahun 2009, turun
menjadi 40 pada tahun 2010, lalu naik menjadi 49 pada
tahun 2011 dan kembali turun berturut-turut pada tahun
2012-2013 sebesar 47 dan 44. Jadi, pada angka tersebut
dianalisis menunjukkan bahwa sarana kesehatan telah
menjadi perhatian dari pemerintah setiap tahunnya.
Terlebih pada Puskesmas dan puskesmas pembantu
merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan karena
dapat menjangkau penduduk sampai di pelosok.

d) Analisis Perhiutungan Rasio Kebijakan Strategis
Analisis yang dihasilkan dari analisis strategis pada
dokumen perencanaan tahun 2009-2013 sebagai berikut:

Tabel 9. Hasil Analisis Kebijakan Strategis Dokumen
Perencanaan Tahun 2009-2013 Prov. Sumatera Selatan

i' Dokumen Jumlah | Jawaban |
g | Pertanyaan | Ya | Tidak |
[ RPIPD_ [ 3 3
| RPIMD 5 5
| RENSTRA | 1 |
[RRPD___ [ 5 | 5

Towl | 17 7

Sumber : data didlah, 2(0)09-2013'

Derajat keberpihakan terhadap orang miskin (pro-
poor budgeting) dapat ditentukan dari skala nilai yang
terpenuhi dalam setiap kategori dari skala nilai tersebut.
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Adapun dari pencapaian nilai yang telah terpenuhi maka
dapat dilakukan perhitungan yaitu :

Jumlah Jawaban "Ya"

100
]lzlmlah Pertanyaan * %

Exlﬂﬂ o =0,1

Jadi, analisis strategis menunjukkan bahwa dalam
perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD dan
dokumen perencanaan anggaran lainnya telah dapat
dikatakan konsisten dengan pro-poor budgeting dalam
masing-masing perencanaan untuk setiap dokumen
tersebut melalui  penyusunan  visi-misi, prioritas
pembangunan daerah, arah kebijakan umum belanja
daerah dan program kerja sudah mendasarkan terhadap
kesejahteraan rakyat.

e) Analisis Perhitungan Rasio Kebijakan Operasional
Analisis yang dihasilkan dari Analisis Operasional
pada dokumen APBD tahun 2009-2013 sebagai berikut:

Tabel 10. Hasil Analisis Kebijakan Operasional
Dokumen Penganggaran Tahun 2009-2013 Prov.
Sumatera Selatan

Tabuu

Cratan | Smmtad [0 T seiw [ Cdeng [ deiz_ | 13|
Pertamysan | Jawadan | Jawsbas | Juwasban | Jawabes |
| | CNe TN el taw | va | T | Ve | Tex | va | ik
Struking
Makrin b o< Il¢ P . ) | s |
AFD
Sektural
| et aresae | ! | | | ! | | ! ! |
Tetal L] L} ) L] 7 1 3 1

Sumber : data diolah, 2009-2013

Adapun dari pencapaian nilai yang telah terpenuhi di
atas maka dapat dilakukan perhitungan yaitu:

Jumlah Jawaban "Ya"

100
Jumlah Pertanyaan * %

Tahun 2009 = 8/8 x 100 % = 0,1
Tahun 2010 = 8/8 x 100% = 0,1
Tahun 2011 = 8/8 x 100% =0,1
Tahun 2012 = 7/8 x 100% = 0,08
Tahun 2013 = 7/8 x 100% = 0,08

Jadi, Analisis operasional secara makro alokasi
Belanja Langsung Tahun 2012 dan 2013 lebih kecil
dibandingkan dengan Belanja Tidak Langsung. Artinya
Belanja untuk urusan kepegawaian dan operasional lebih
besar daripada Belanja untuk publik yang secara
normatif seharusnya belanja publik lebih besar daripada
belanja operasional.

f) Penetapan Klasifikasi Kebijakan

Berdasrkan perhitungan rasio kebijakan strategis dan
operasional pada dokumen APBD tahun 2009 sampai
2013 dapat dianalis sebagai berikut :

Tabel 10. Klasifikasi Hasil Analisis Strategis dan
Operasional Tahun 2009-2013

29

ISSN PRINT :2089-6018
ISSN ONLINE : 2502-2024

2009 | 2000 [ 2001 | 2012 [ 2003 |
Dimensi Nilai Nilai Nilai Nilat Nilai
| Rasio | Rasio | Rasio | Raslo | Rasio
| Analisis Strategi | 01 0.1 01 | or | 01
[.(lu\hanji(k:cr.mnml |0l 01 | 01 | 0.08 | 0,08
| Total | 02 02 | 02 | 018 | 018 |

éumber : data diolah ; 2009-2013

Jadi, penetapan Kklasifikasi
budgeting berdasakan pada
kesimpulan bahwa :

- Tahun 2009, 2010 dan 2011, penerapan pro-poor
budgeting di Sumatera Selatan diperoleh perhitungan
rasio 0,2 sehingga ditetapkan dengan kategori Sangat
Berpihak.

- Tahun 2012 dan 2013, penerapan pro-poor budgeting
di Sumatera Selatan diperoleh perhitungan rasio 0,18
sehingga ditetapkan dengan kategori Cukup Berpihak.

penerapan pro-poor
tabel 11 diperoleh

Berdasarkan hasil dari perhitungan rasio tersebut
maka dapat disimpulkan perkembangan penerapan pro-
budgeting yaitu :

Berdasarkan tabel 11 di atas dari analisis per tahun
terlihat perkembangan pro-poor budgeting dari tahun
2009 sampai 2013 menunjukkan hasil yang berbeda.
Artinya perkembangan penerapan pro-poor budgeting
Sumatera Selatan menunjukkan hasil yang baik di tahun
2009, 2010, dan 2011 yaitu 100 % atau dengan kategori
sangat berpihak akan masayarakat miskin tetapi hasil
pencapain yang berbeda di tahun 2012 dan 2013 dengan
hasil 70 % atau dengan kategori cukup berpihak akan
masyarakat miskin.

Tabel 11. Perkembangan Penerapan pro-poor
budgeting Tahun 2009-2013
No | Tabun | Perkembangan

Peacrapan

2009
2010
2011
2012

3 213

100 %y
100 85
100 %
T %
T Y

Sumber : data diolah, 2009-2013

1
3
1

Hal ini disebabkan oleh alokasi Belanja Langsung di
tahun 2012 dan 2013 lebih kecil dibandingkan dengan
Belanja Tidak Langsung meskipun pencapaian dalam
bidang pendidikan dan kesehatan menunjukkan
kemajuan. Artinya apabila anggaran tidak memberi porsi
yang besar kepada rakyat miskin, yang dikarenakan lebih
banyak porsi disalurkan untuk pemeliharaan rutin
pejabat, maka anggaran tersebut tidak dapat
dikategorikan sebagai pro-poor. Suatu anggaran dapat
dikatakan pro-poor maka harus memungkinkan akses
masyarakat miskin mencapai kelayakan pendidikan dan
kesehatan.

3. Kesimpulan

1) Penerapan pro-poor budgeting di Sumatera Selatan
diperoleh perhitungan rasio 0,2 di Tahun 2009, 2010
dan 2011, sehingga ditetapkan dengan kategori
Sangat Berpihak. Selanjutnya, Tahun 2012 dan 2013
penerapan pro-poor budgeting di Sumatera Selatan
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diperoleh perhitungan rasio 0,18 sehingga ditetapkan
dengan kategori Cukup Berpihak.

2) Perkembangan pro-poor budgeting Sumatera Selatan
menunjukkan hasil di tahun 2009, 2010, dan 2011
yaitu 100 % dalam penerapannya tetapi hasil
pencapain yang berbeda di tahun 2012 dan 2013
dengan hasil 70 % dalam penerapan pro-poor
budgeting.

Saran

1) Kategori penerapan pro-poor budgeting yang sangat
berpihak menunjukkan kinerja pemerintah yang
sangat baik dalam mensejahterakan masyarakat
sehingga dapat diimplementasikan pada tahun-tahun
berikutnya.

Perkembangan penerapan pro-poor budgeting di
Sumatera Selatan agar dapat terus ditingkatkan dalam
mewujudkan pelaksanaan konsep pro-poor budgeting
dan peningkatan konsisten, komitmen untuk
mempedomani dokumen perencanaan yang telah
dibuat sebelumnya.

Dalam penelitian selanjutnya, peneliti berharap dapat
melanjutkan penelitian dengan data yang lebih
lengkap akan analisis kemiskinan yang merupakan
kelemahan dari analisis ini. Dokumen-dokumen yang
menjadi hambatan dan diharapkan dapat dilanjutkan
oleh peneliti selanjunya yaitu Renja, RKA, dan DPA
yang tidak dapat dianlisis lebih lanjut dalam
penelitian ini.

2)

3)
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